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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG |

-PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN
PERALATAN, KEUANGAN DOKUMLN DAN ARSIF PADA DEPARTEMEN/KANTOR
MENTERI NEGARA/KANTOKR MEN' TERI NEGARA KQORDINATOR YANG

| ‘Menimbang

Mengingat

DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH "':TAT!,‘) SNYA

'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DA bahwa dengan dibentuknyé— Kabktet Persatuan  Nasional
' -‘berdasarkan Keputusan Presiden Nogor 355/M Tahun 1999,
terdapat beberapa Departemer\/l(dntgi Menteri Negara/Kantor'

Menteri Negara Koordinator yang dlhapus/dxgabung/dmbah

statusnya,

. bahwa sehubungan dengan huruf a di ataq dan dalam rangka

penataan Pegawax Negeri Sipil, kekayaan Negara dan peralatan,
keuangan, dokumen dar arsip, d1pandang, ‘perlu membentuk Tim

Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan—

: Keuangan Dokumen dan Ars1p pada Departemen/Kantor Mentem '

Negara, ~Kantor ~ Menteri ~ Negara Koordinator  yang

Dlhapus/ Dtgabung/ Diubah Statusnya dengan Keputusan Presnden

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1943;
indische Comptabnhteltswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)

sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhxr dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Repubhk

- ]ndonesm Tahun 1968 Nomor 53),

3. Undang ...
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang. Keténtuan—
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 3Z, Tambaha.n Lembaran Negara Nomor
2964); | |

Undang-unclhng quOf' 8 Tahun 19747tentang' Pokok-pokok
Kepegawaian (Lemba!ran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 5§55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undﬁ[@undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

| 60, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 3839).',

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1993 tenfang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Notmor 3848);

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara,

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 146 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 teniang Kedudukéxn,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen“,
sebagaimana telah diubah dengan Kepytusan Presiden Nomor 147
Tahun 1999, | '

MEMUTUSKAN : ...
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- MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN,
KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR
MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR

YANG DIHAFUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA.
} Pasal 1

A

Membentuk Tim Penataanlf’egawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan

Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor

- Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator - yang

_Dih!pus/Digabung/Diubah Statusnya, yang selanjutnya dalam

Ke;:futusan Presiden ini disebut Tim Penataan.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Penataan, terdiri dari;

. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, seﬁagai Ketua,
Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;

Menteri Negara Otoriomi Daerah, sebagai Anggota,

Mentert Keuangan, sébagai Anggota,

N SRS

Sekretaris Negara, sebagai Anggota.

Pasal 3

¥im Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas

menyelesaikan  dan  bertanggung jawab  atas  pelaksanaan

. '> nyelenggaraan penataan Pegawai Negeri Sipil, kekayaan Negara dan

ralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/Kantor

y-nteri  Negara/ Kantor Menteri Negara - Koordinator yang

'Aihapus/digabung/diubah gtatusnya yang meliputi perencanaan dan

pelaksanaan dalam rangka‘p_cnyelesaian dimaksud.

Yasal 4 ...
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Pasal 4

(1) Untwk mqnum’éng kelancaran pelaksanaan penataan, Tim

Penatgan dibantu oleh Sub Tim Penqtaan yang terdiri dari:

a. Slﬂ? Tim 1 Bldang Kepegawana,n

€.

qu Tim 11 B;dang Kekayaan Negara dan Perala(an;
Sl!b Tim III BIdaﬂ& Keuangan, ‘:4.;‘

Sub Tim 1V Bldan; Dokumen dan AlSlp,

SubTim VvV’ Bl(‘i&ﬂ’g Kesiapan Daerah.g '

(2) Masing-masing Sub Tim Pcnataah Scbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diketuai oleh: ' .

a.

Kapala Badan Kepegawalan Ncgara, sebagal Ketua Sub Tim I
Bidang Kepegawamh ; ‘

Kepala Badan Pengawagan ltiguangan' dan Pembangunan,
sebagai Ketua Sub Tim II B‘idang Kekayaan' ‘Negara dan

Peralatan;

. Direktur Jenderal Anggaian Departemen Keuangan, sebagai

Ketua Sub Tim HI Bidang Keuangan,

Kepala Arsip 'Nasional Republik Indonesia, sebagax Ketua Sub
Tim IV Bidang Dokumen dan Assip; . .

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, sebagai Ketua
Sub Tim V Bidang Kesiapan Daerah.

“.

Pasal 5 : ' |

Tugas dan fungsi masing- masmg Sub Tim Penataan, sebagat berlkut

. Sub Tim I Bidang Kepegawaian, bertugas menyelesalkan penataan

di bidang kepegawaian . pada Departemen/Kantor Menteri

Negara/Kantor -Menteri Negara Koordinator yang. dihapus/

diggbuhg/ diubah statusnya. .

2. Sub ...
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- Sub Tim II Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan, bertugas
menyelesaikan penataan di bidang kekayaan Negara dan peralatan

pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Meriteri Negara

Koordinator yang d‘ihapuls/digz_ibung/ diubah statusnya,

. ‘Sub Tim Il Bidaﬁg Keuéngan, bertugas menyelesaikan penataan di
bidang keuangan pada Departemen/Kantor Menteri Negara/ Kaﬁtbr
Menteri Negara Koérdinator yang dihapus/digabung/diubah
statusnya. ' - | |
. Sub Tim IV Bidang Dokumen dan Arsip, ﬁértugas menyeleéaikazi
‘penataan di bidang dokumen dan arsip pada Departemen/Kantor
Menteri  Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator  yang
dihapus/digabung/diqbah statusnya.

. Sub Tim V Bidang Kesiapan Daerah, bertugas menyelesaikan
penétaan di bidang penataan Pegawai Negeri Sipil, kékayaan
Negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada
Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri | Negaré
Koordinator yang diha‘pus/digabung/diubah statusnya yang.akan

dialihkan kepada Pemetintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pa§al 6

Untuk menunjang kelancaran ‘tugas Tim Penataan, Tim Penataan
dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Pasal -7

Rincian tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kérja ¥ekretriat

diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penataan,

Pasal 8 ...

o
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Pasal &

Masing-masing Ketua Sub Tim Penataan dan Pimpinan Sekretariat

~ bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penataan.

i

Pasal 9 L

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KCtL;& Tim Penataan dapat
menunjuk pejabat pada Departemen/ Kantor Menteri Negara/Kantor
Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya
© yang sebelum tanggal 26 Oktober 1999 secara fungsional bertugas atas

_pembinaan Pegawai Negeri Sipil, pengamanan dan pemeliharaan

kekayaan Negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip di

lingkungan masing-masing untuk membantu tugas Tim Penataan,

Pasal 1 0

Biaya yang diperiukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penataan
dibebankan kepada Anggarar Belanja Kantor Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 11

Tim Penataan ini menyelesaikan tugasnya paling lambat 6 (enam)
bulan secjak - tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan
melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Pasal 12 ...
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Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Pebruari 2000

PRE;SIDEN REPGBLIK INDONESIA,
. Cottd
ABDURRAHMAN WAHID



